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1. Bahwa dalam rangka memcnuhi persyaratan ketentuan peraturan perundangan d: 
Ketenagakerjaan, maka Pejanjian Kerja Bersama harus didaftarkan di Dinas 
Kerja dan Transmigrasi t~ota Dumai 

2. Bahwa Di;·ektur Utama PT. CTLIANDRA PERKASA telah mengajukan Perm 
Pengr.sahan Pcrjanjian Kerja Bersama dengan Surat Nomor : 02.0.4/X/28411" 
tanggal 24 Agustus 2021 

3. Bahwa pennohonan f'T. CILIANDRA PERKASA tersebut diatas telah me1 
Persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 13 
2003 tentang kctenagakerjaan, PERJ\1ENAKER RI Nomor : 28 Tahun 2014 1 

Tata Cara Pernbuatan dan Pengesahan PP serta Pcmbuatan dan Pendaftaran PKI 
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan. 

I. Undang-undang Nomor 16 TallUn 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketcnagakcrjaan 
3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmcrintahan Daerah 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeri 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dao Pemerintahan l 
Kabupaten/Kota. 

5. Peratufan Mentcri Ketenagakcrjaan Rcpublik Indonesia Nomor 28 Tahun 
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pem 
dan Pendaftaran Perjanjia1_1 Kerja Bersaina 

MEMUTUSKAN 

Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama 
Nama 
Alamat 

Dengan Nomor Pendaftaran 
Tanggal 

PT. CILIANDRA PERKASA 
JL Pulau Bintan Ke!. Pelintung Kee 
Medang Kampai - Kawasan lndustri 
Dumai 
13 /DTKT-HIPK/IX/2021 
1 September 202 I 

Perjanjian Kerja Bersama PT. CILIANDRA PERKASA berlaku sejak di daftarkar 
tanggal 17 September 2021 s/d 17 September 2023 

Dengan dikeluarkan Perjanjian Kerja Bersama ini, rnaka Perjnnjian Kerja Be 
sebelurnnya dinyatakan tidak berlaku lagi 

Perjanjian Kerja Bersama ini wajib ditaati olch Pen.gusaha bcserta Pekerja I Buruh 

DITETAPKAN DUMA! 
PADA TA~.<;'.,<J,0:L . .,_:Z:- September 2021 

/ ·:.~_?:~-·\::. ~ ... ·~:~.K::~P-~~ LA, 

Tumhusan disamoaikan Kepada vth · 
1 Bpk.Walikota Durnai 
2. Bpk.Kadisnaker Prop. Riau di Pekanbaru 
3. Arsip 



UAFTAR ISi 

l'usul 20 .... 
IAM KJ:Rj/\ ... 
l'a·;ul ~I ... 
KIRIA Ll·:Mn: 

. ... 16 
i6 

(J 

7 
Pasal 23 
UPAH 

BAllVll 

Pasal 27 
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR DENGAN Sl-llllTAN l,AJN (l'RFMI) .. 
Pasal 28 ............... . 
UPAH SELAMAT 
Pasal 29 
UPAH PEKERJA/BURUH TIDAK MASUK BEKERJA DAN/A TAU TIDAK MELAKUKAN PEKEI 
KARENA ALASAN TERTENTU 

BAB 



Pasal 44 
TATA TERTIB PEMELIHARAAN l'EKALATAN OAN LINUKUNGAN KERJA ..... 

Pasal 50 

25 
25 
26 
26 
26 

. .......................... .. 26 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 

PEMUTUSAN HUBUNGAN l~ERJA (PHK) ALASAN MEN DESAK ............................................ . ... 28 
29 Pasal 51 ................ . 

DlTAHAN PlHAK 

Pasal 59 
DA LAM MASA PERCOBAAN .......................................................................... . 

lJang 
lli\ll xv 
Kl·:WAJIBAN PEKEKJA/BURUH .. 

l'usal 63 
l'ENYELESAIAN KEWAJIBAN PEKERJA/BURUIL. ................. . 

llAll 
l'I RATLIRAN PEl.AKSANAAN ................................................................................... . 

l'usul 65 .. 

29 
29 
29 
29 
29 
JO 
30 
JO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

. ......................... 30 
31 
31 
31 

' 31 
31 

31 
31 
31 

., 31 
31 

., 31 
32 

.32 
32 
32 

""'" 32 



MUKADIMAH 

Dalam membina suatu hulrnngan kerja antara pcngusaha dan pekerja yang diwakilii olch Serikat 
Pekctja/Serikat Buruli (sail & tcrclaftar berclasarkan 11ndang-undang) maka diperlukan suatu hubungan 
Industrial yang bcrsifat hannonis dan dinamis yang sclalu mcngikuti pcmbangunan dan perkcmbangan 
ekonomi, yang mana untuk. memcnuhi ha! tcrscbut maka diperlukan suatu aturan tertulis yang bisa 
mcrumuskan/menamrung segala pcndapat, aspirasi dan keinginan antara kedua belah pihak sehingga 
perlu adanya penyusunan l'erjanjian Kci:ja Bcrsama (PKB). 

Dengan adanya Pctjanjian Kc1:ia Bcrsama (PKB) ini maka clapat menjacli pecloman dasar demi 
rrn:nciptakan hubu11ga11 kcrja yang serasi, sclarns, seimbang baik hak, kewajiban dan dengan penuh 
tanggung jawab dapat mclaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dengan tetap berpatokan 
kepada undang-undang scrta aturan-aturan Kcte11agake1jaa11 yang berlaku. 

Mengingat ketentraman kerja dimaksud, scrta penciptaan dan pembinaan kerja sarna yang serasi, 
selaras dan scimbang antara Pimpinan Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Burah, wajar kiranya 
selama kurun waktu Pctjanjian Ketja Bersama (PKB) ini berjalan kedua belah pihak tidak akan 
mengemukakan sesuatu tuntutan untuk merubah Perjanjian Ketja Bersama (PKB) ini atau suatu 
tuntutan baru yang akan mdebihi atau mcngurangi nilai-nilai dari ketentuan yang telah disepakati 

hersama. 

Namun demikian kcdua bclah pihak tetap berkomitmen dalam menghadapi segala permasalahan dalam 
hubungan ke~ja nkan tctap siding berupaya untuk mcnyelesaikannya dengan cara yang persuasive clan 
kondusif sehingga proses kci:ja tidak akan terganggu oleh sebab-sebab yang dapat mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak. 

l'cngusaha dan Pekerja secara bersama-sama bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi serta 
kepastian peningkatan taraf hidup Pekerja dan Keluarganya sesuai dengan semangat Hubungan 

Industrial yang Harmon is, dinamis dan Berkeadilan. 

Oleh sebab ilu Pimpinan Pengusaha bertanggung jawab atas terlaksananya segala kewajibai:,yang-- .. ,,, 
tclah disetujui dalam Pc1janjian Kcrja Bersama (PKB) mi, atau hal-hal yang berhubungaa/ilengim _ · 
pclaksanaannya, sebaliknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab ,.ptila ,.·atas ''<· 
pclaksanaannya olch masing-masing anggotanya dari seluruh kewajiban-kewaj iban' ct/ dali!.rn .. 
Pe~janjian Kei:ia Bcrsama (PKl3) ini atau hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya,. 
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Pasal I 
PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN 

Pihak-pihak yang mengadakan Pei:janjian Kerja Bersarna ini ialah: 
I. Adalah PT. Ciliandra Pcrkas,1, berkedudukan di Kantor Surya Dumai Group. Lantai 5, jal 

Sudirman No. 395 Pekanbaru, yang didirikan dengan Akla Notaris SP. I lcn11y Shidki, SH, 
Tanggal 3 I Juli 1992. 

Pcngurus Komisariat FSB KAMIPARl-10 Biodiscl Pclintung, yang krkcd11dukan di Desa P 
Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, yanf! tcrdatiar pada Dinas Tenaga Kcrja dan Tran 
knta Dumai, Pencatatan Nomor 568/PSY/DTK-TRANS/Vll/03. tanggal IX Juli 2012, k: 
mcwakili seluruh kai:yawan PT. Ciliandra Pcrkasa Biodiscl l'clintung lkrkantor di l'ckanbaru. 

Pasal 2 
PENGERTIAN DAN ISTILAH 

Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dcngan: 
I. Pengusaha Adalah PT. Ciliandra Perkasa, llerkedudukan di Kantm Surya Duniai Group, Lanta 

.lend. Sudirman No. 395 Pekanbaru, yang didirikan dcngan /\kta Notaris SP. Hermy Shidki, 
261, Tanggal 31 Juli 1992. 

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Buruh FSB KAMIPARllO Biodisel Pelintur 
berkedudukan di Desa Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, yang terdaftar pa< 
Tenaga Ke~ja clan Transmigrasi kota Dumai, Pcncatatan Nomor 568/PSY/DTK-TRAN~ 
tanggal 18 Juli 2012, karenanya mewakili scluruh karyawan PT. Ciliandra l'crkasa Biodisel P 
Berkantor di Pekanbaru. 

3. Lingkungan Pengusaha. 
Adalah keseluruhan tempat yang secara sah b~rada di bawah pcnguasaan l'cngusaha dan di 
untuk menunjang kegiatan Pengusaha. 

4. Perjanjian Kerja Bersama. 
Adalah perjanjian yang merupakan basil perundingan antara Serikat Pckerja/Serikat Buruh 
Pengusaha yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

5. Pengusaha. 
Adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Pengusa 
sendiri atau Pengusaha bukan miliknya serta melakukan tindakan untuk dan atas nama Pengus" 

6. Pengusaha. 
Adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseoranga1 
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempel 
buruh/pekerja dengan membayar upah atau imbalan ,,~lam bentuk lain. 

7. Atiliasi adalah Satu atau lebih perusahaan yang berada dalam suatu sistem perusahaan induk. 
8. Atiliasi First Resources Group Regional Riau terdiri dari ; 

8. I. PT. Ciliandra Perkasa 
Berkedudukan di Pekanbaru. 

~ 

Berdasarkan Akta Notaris SP. Henny Shidhi, SH, no. 261 tanggal JI Juni 1992. Herc 
tcrlctak operasional yang terletak di dua daerah yaitu operasional yaitu: 
a. I .okasi Kebun Sei Batang Ulak; 
b. Lokasi Pelintung Dumai. 



8.2. PT. Surya lntisari Raya. 
Berkedudukan di Pekanbaru. 
Berdasarkan Akta Notaris Singgih Susilo, SH, 110. 135, tanggal 29 Juli 1987. 
Berdasarkan tata letak operasional, maka PT. Surya lntisari Raya terletak di dua daerah 
operasional yaitu : · 
a. Lokasi Kebun Sei Lukut; 
b. Lokasi Kebun Sei Mandau. 

8.3. PT. Bumi Sawit Perkasa 
Berkedudukan di. Pekanbaru 
Berdasarkan Akta Notaris Chufran Hamal, SH 110. 25,tanggal 12 Pebruari 1999. 

8.4. PT. Perdana lntisawit Perkasa 
Berdasarkan di. Pekan baru. 
Berdasarkan Akta Notaris Syawal Sutan Diatas, SH, no 41, tanggal 2 l Nopember 1988. 
Berdasarkan Tata letak operasional, maka PT, Perdana lntisawit Perkasa terletak di dua daerah 
operasional yaitu : 
a. Lokasi Sei Air Hitam: 
b. Lokasi Sei Rokan. 

8.5. PT. Subur Arum Makmur 
Berkedudukan di Pekanbaru. 
Berdasarkan Akta Not"ris Singgih Susilo, SH, no 180, tanggal 20 pebruari 1990. 
Berdasarkan tata lctak operasional, maka PT. Subur Arummakmur terletak di dua daerah 
operasional yaitu : 
a. Lokasi Kebun Senamanenck-1; 
b. Lokasi Kebun Senamanenck-2. 

8.6. PT. Arindo Trisejahtcra 
[lerkedudukandi Pekanbaru 
Berdasarkan akta notaries Singgih Susilo, SH, 110. 248, tanggal 31 Januari 1990. 
Bcrdasarkan tata tcrletak operasional, maka PT. Arindo Trisejahtera terletak di dua daerah 
opcrasional yaitu : 
a. Lokasi Kebun Pctapahan-1; 
b. Lokasi Kebun Petapahan-2. 

8.7-. PT. Pancasurya Agrindo 
Berkedudukan di Pekanbaru 
Berdasarkan Akta Notaris Syawal Sutan Diatas, SH, no. 46, tanggal 20 Juni 1994. 

K.K. PT. Muriniwood lndah l11dust1·y 
Berkedudukan di Pekanbaru. 
Berdasarkan Akta Notaris Syawal Sutan Diatas, SH, no. 61, tanggal 22 Agustus 1988. 

8.9. PT. Meridan Sejatisurya Plantation. 
13erkedudukan di Pekanbaru 
Berdasarkan Akta Notaris Esther Lilia11sari, SH, 110. 2, tanggal 4 Nopember 1992. . .. - ... 
Bcrdasarkan tata lctak opemsional, 111aka PT. Surya Dumai Agrindo terletak di du·a .d.aJr~I{! ..- ,, 
opcrasional yaitu : 

a. Lokasi Sei Pingai; 
b. Lokasi di Bangsal Aceh. 

H.10. l'T. Pria Tama Riau 
~',' '',. llcrkcdudukan di Pckanbaru 

''1,,', 

lkrdasarkan Akta Notaris Syawal Sutan Diatas, SIL 110. 57, l«.;ggal 17 Al(llStus l'>~t), , ., 
•!id!' 

~ 

8.11. PT. Surya Dumai Agrindo 
l3crkcdudukan di Pckanbaru 
Bcrdasarkan Akta Notaris Syamsul Faryeti, SI I, 110.6, tanggal 4 Juni 1994 

1 

l3crdasarkan tata lctak opcrasional, mab PT. Surya Dumai Agrindo tcrlctak di dua 
operasional yaitu : 
c. Lokasi Kebun Siak Kee ii; 
d. Lokasi Kebun Sei Pakning. 

8.12. PT. Gcrbang Sawit lndah 
Berkedudukan di Pekanbaru 
Bcrdasarkan Akta Notaris Nurhayati, SH, No. 02 tanggal I 0 Nopcmbcr 2003 

8.13. PT. Karya Tama Bakti Mulia 
Berkedudukan di Pekanbaru 
Berdasarkan Akta Notaris Poerban ingsih Adi Warsito, SH, No. 2~ tanggal 17 Mei 1985 

8.14. PT. Riau Agung Karya Abadi 
Berkedudukan di Pekanbaru 
Bcrdasarkan Akta Notaris Tanjib Rahardjo, SI I, No. 58 tanggal I 0 Juli 200 I 

8. 15. PT. Citra Pa Ima Kencana 
Bcrkedudukan di Jakarta Bara! 
Bcrdasarkan Akta Notaris Ira Widyasari Juwono, SH No. 04 tanggal 14 Juni 2012 

8.16. PT. lndogreen Jaya Abadi 
Berkedudukan di Jakarta Baral 
Bcrdasarkan Akta Notaris lra Widyasari Jmvono, SH No. 01 tanggal 14 Juni 2011 

8.17. PT. Setia Agrindo Mandiri 
Berkcdudukan di Jaka1ta Baral 
Bcrdasarkan Akta Notaris Ira Widyasari Juwono, SH No.10 tanggal 30 September 2011 

8.18. PT. Set:a Agrindo Lestari 
Berkcdudukan di Jakarta Barat 
Berdasarkan Akta Notaris Ira Widyasari Juwono, SH No. 09 tanggal 29 September 2011 

9. Pimpinan Pengusaha 
Adalah Pekerja/Buruh yang karena jabatannya mempunyai tugas memimpin Pengusaha atau 
Pengusaha atau yang dapat disamakan dcngan itu dan mempunyai wewenang mewakili Per 
baik kedalam atau ke luar. 

I 0. Pimpinan Kerja 
·xdalah atasan baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai wewenang memberi r 
kerja. 

I I. Atasan Langsung 
Adalah Pekerja/Buruh yang karenajabatannya mempunyai tanggungjawab penugasan, pembin: 
pengawasan secara langsung terhadap Pekerja/Buruh dibagiannya. 

12. Pcngurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
Adalah Peke~ja yang terpilih menduduki jabatan salah satu fungsi dalam struktur organisas' 
Anggaran Dasar (AD) I Anggaran Rumah Tangga (ART) Scrikat Peke~ja/Scrikat Buruh. 

13. Pckerja/Buruh 
Adalah semua orang yang terikat secara formal dalam suatu huhungau kerja dengan Pengus: 
nlch karenanya menerima upah sesuai pekerjaannya. 

14. Kcluarga Pckcrja/Buruh 
a. lstri/Suami yang sah yang disertai surat nikah dan atau. 
h. Anak-anak Pckc~ja/13uruh yang sah yang dise11ai surat kclahiran/catatan siril. 

15. Suami/lstri l'cke~ja/Buruh 
Adalah seorang suami/istri dari perkawinan yang, sah mcnurul Pcraturan Pcrundang-undangi 

~ ""' <ol•h """'"'' prufa ''"'""°'" 
9 



! 6 !\nak Pekerj~/Bun•h 

Adalah anak yang sah dari Pckerja/13uruh scrta mcmcnuhi seluruh ketentuan dibawah ini, yaitu: 
a. bclum berusia 18 (dclapan bclas) tahun; 
b. Beltnn menikah; · 
c. 13clum mcpunyai pcnghasilan: 
d. Telah terdaftar di Pengusaha. 

17. Ahli Waris 
Adalah mereka yang bcrhak mendapat warisan menurut kctentuan hukum yang berlaku. 

18. Hari Kerja 
Adalah hari yang ditcntukan oleh Pcngusaha untuk beke1:ja dan dituangkan dalam kalender kcrja. 

19. Jam Ke1:ja 
Adalah jam-jam yang tclah ditetapkan pada hari kerja dimana Pekerja/Buruh wajib melaksanakan 
pekerjaan. 

20. Jam Kerja Khusus 
Adalah jam-jam yang tclah ditctapkan pada hari kerja atau hari lainnya dimana Pekerja/Buruh wajib 
melaksanakan pckcr:jaan untuk bagian-bagian yang sifat pekerjaanya khusus. 

21. Kc~ja Normal Adalah masuk kcrja dari hari sen in sampai clengan hari sabtu atas dasar 7 (tujuh) jam 
sehari atau 40 (empat puluh)jam scminggu. 

22. Hari lstirahat Mingguan 
AJalah hari minggu kccuali untukjcnis pekc~jaan yangjenisnya khusus. 

23. Hari Libur Resmi 
Adalah hari-hari libur yang ditetapkan Pcmerintah. 

24. Kcija Lembur 
Adalah bekerja mclcbihi kctcntuan jam ke~ja yang sudah ditetapkan oleh Pengusaha atau bekerja 
diluar hari/jam kc,ja alas perintah Pim pi nan Ke1ja secara tertulis dan persetujuan pekerja. 

25. Gaji/Upah 
Adalah hak Pckcrja/Buruh yang clitcrima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pembcri kc,ja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
pcrjanjian kcrja, kcscpakatan, dan/atau Peraturan Pcrundang-undangan. 

26. Mutasi 
Adalah perpindahan Peke,ja/8uruh dari tempat kcrja/Kebun/PKS ( Pengusaha Afiliasi First Resources 
Goup ) dengan pekerjaan/jabatan lcrtentu kc tempat Kerja/Kebun/PKS lain dengan atau tanpa adanya 
perubahan pekerjaan/jabatan. 

Pasal3 
RUANG LINGKUP PERJANJIAN 

I. Seinua Pt>ngusaha yang tergabung dalam Afil iasi First Resources Group Regional Riau. 
2. l'erjanjian Ketja Bersama ini terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum seperti yang tertera dalam 

perjanjian ini. 
.l. f'erjanjian Kerja Bersama ini mengatur tentang hak-hak dan kewi~iban-kewajiban serta syarat-syarat 

Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. · · ·. ·.· · .. 
4. Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat Pengusaha dan Pekerj:JBuruh dan masing-masing .. p~\ak" 

tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku. , 
5. Pcrjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk scluruh Pekerja/Buruh dalam Afiliasi 
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Pasal 4 
KEWAJIBAN DAN HAK PJHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERIANJIA! 

Pengusaha, Serikat Peke~ja/Serikat Buruh maupun l'ckcrja/Bunrh dan atau pihak-pihak la 
mempunyai kepentingan dengan adanya f'e~janj ia11 Kerja fkrsama in i. baik isi rnaupun ma 
berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati semua kctcntuan yang tclah clitctapkan dalam Pe 
Kcrja Bersama ini. 
Pcngusaha, Scrikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pckccia/Bunrh hcrkcwajihan memclihara clan r 
tegaknya tata tertib Pengusaha dalam rangka mcningkatkan cfcsicnsi dan cfcktilitas demi r 
tingkat kualitas, produktivitas dan pelayanan yang optimal. 
Dalam hal para pihak melakukan penyimpangan atas pecianjian kcria bcrsama ini, maka par 

'akan membicarakan terlebih dahulu untuk menyclcsaikannya. Apahila tidak tcrcapai kescr 
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrun<langan yang berlaku. 
Pengusaha mempunyai hak untuk menentukan clan melaksanakan kebijakan Pcngusaha SCJ 

tidak bertentangan dengan Peraturan Pcrundangan-undangan yang bcrlaku. 
Pengusaha dan Serikat Peke1ja/Serikat Buruh berkcwajiban dan bcrtanggung jawab 
menyebarluaskan serta memberikan penjelasan kcpada Pekcrja/13uruh baik isi. makna, pe1 
maupun pengertian dari ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Ke~ja Bersama i 
dimengerti dan dipatuhi, disamping memberikan pc.1jclasan kepada pihak-pihak lair 
berkepentingan dengan Perjanjian Kerja flersama ini. 
Untuk kepentingan hubungan kerjasama yang baik dan lancar, Scribt l'ekcrja/Serikat 
memberikan kepada Pengusaha daftar sustlllan Pcngurus Unit Kcrja (PUK) SPPP-SPSI besert< 
anggotanya disertai pcrubahan atau mutasi yang tcrjadi. 

Pasal 5 
STATUS PEKERJA/BURUH 

Bcrdasarkan pada sifat dan jangka waktu ikatan kc~ja yang: ada. status Pckcria/lluruh terbagi 
(tiga) yaitu ; 
a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hul 
-kerja dalam waktu tidak tertentu ( tidak terbatas olch waktu): 

b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah Pe~janjian Kcrja antara Pckcrja/Buruh 1 

·- Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu (t• 
oleh waktu) atau selesainya pekeciaan te11entu : · 

c. Perjanj ian Kerja Harian (PKH) 
adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dcr;gan Pengusaha untuk mengadakan hut 
kerja yang dibatasi olch jangka waktu te11entu (terbatas oleh waktu) dan syaral-syarat pe~ 
ke~ja harian lepas; 

d. Semua Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) dibuatkan dalam beritu~ ter 

~ ·, 
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BAB II 
PENGAKUAN DAN .JAMINAN BAGI SF:RIKAT PF:KERJA/SERIKAT BURUH DAN 

PENGGIAT HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 6 
PENGAKUAN PENGUSAHA DAN SF:RIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengakui bahwa l'cngusalrn mempunyai hak untuk dan menjalankun 
usahanya sesuai dengan kebijaksanaan, scpanjang tidak be1tentangan dengan ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian ini dan Undang-Undang scrta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang 
bcrlaku. 
Pengusaha tidak akan menghalang-halangi/mcmberikan kebebasan kepada Pekerja/Buruh untuk 
mcmbentuk atau tidak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menjadi pengurus atau tidak 
menjadi pengurus Serikat Pekerja/Scrikat Buruh, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota Serikat 
l'ekerja/Serikat Buruh, rnenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan organisasi Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh. 
Pengusaha mengakui hak dari Scrikat Pekerja/Scrikat Buruh untuk menyampaikan kelt1han terhadap 
tindakan yang merugikan anggota serikat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mencari 
pcmecahan yang tidak merugikan kedua belah pihak. 
Untuk memelihara hubungan dan kerjasama yang baik antara Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat 
lluruh, maka setiap pcrubahan status atau perpindahan/mutasi pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
nkan dilakukan musyawarah antara Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terlebih dahulu. 

Pasal 7 
FASILITAS-FASJLITAS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH 

l'cngusaha menycdiakan papan pengumuman sebagai sarana informasi dari Serikat Pekerja/Serikat 
ll11ruh kepada Pekcr:ia/Buruh dalam rangka hubungan industrial yang harmonis dan pengelolaanya 
discrahkan kepada Scrikat Pekerja/Scrikat Buruh. 
l'cngusaha akan menycdiakan suatu ruangan kantor Serikat Peke~ja/Serikat Buruh di Pcngusaha. 
I lntuk menghadiri rapat-rapat organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau perundingan-penmdingan 
hnik dengan Pengusaha maupun Pemerintah dalam rangka memecahkan persoalan Pekerja/Buruh 
dihcrikan dispensasi kcpada Pcngurus Serikat Pekcrja/Serikat Buruh yang ditunjuk tanpa mengurangi 
11pnh dan tunjangan lainnya dcngan syarat menyerahkan surat resmi dari organisasi dan pemberitahuan 
kcpnda Pengusaha ; 
l'cngusaha akan mcmbantu mcmungut iuran anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh alas dasar 
pcrminlaan secarn lt:rl'llis Jari Serikal Pekcrja/Scrikat Buruh dan surat pernyataan kesedia,on darr 
mnsing-masing anggola . 

Pasal 8 
JAMINAN B<\GI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH 

l'<'~<·rin/lluruh yang dipilih scbagai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau ditunjuk oleh 
l'<'llJlllrll.~ 11ntuk mcnjadi wakil Scrikat Pekerja/Serikat Buruh tidak akan mendapat tekanan langsung 
1111111p11111idnk langsung dar i Pengusaha/Atasannya karena menjalankan fungsinya. 
1•,•111111s11hn akan mcnyelesaikan dengan Scrikat Pekerja/Serikat Buruh setiap .. ..ada---keJuhan 
1•~k1•1:j11/lluruh l111ik yang diajukan langsung kcpada Pengusaha maupun melalui Serikai)e~!:i-jaYSeriki't 
ll11111h. . ··",<·': 
1•,•111111s11hn lid11k akan mcn~ampuri urusan internal Serikat Pekerjar ··r1kat Buruh/ ' 
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Pasal 9 
.JAMINAN BAGI PF:NGUSAHA 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan membantu Pcngusaha dalam mclaksanakan tata-tert 
kerja dan menjaga asset Pengusaha. 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak akan mencarnpuri urusan Pcngusaha yang tidak ada 
dengan hubungan ketenagakerjaan. 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyadari bahwa tindakan pemogokan dan mempcrlambat k 
tindakan yang tidak sesuai dengan semangat hubungan industrial, oleh karena itu sedapa 
akan dihindarkan dan mengedepankan rnusyawarah/mufakat bcrsarna-sama dcngan Pengusal 
Setiap mogok kerja yang tidak sah maka dapat di~ualifikasikan mangkir. 

Pasal 10 
JAMINAN BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA 

Pengusaha menjamin kebebasan kepada 
mempromosikan/ sosialisasi atau melindungi 
tcrkait pembela Hak Asasi Manusia. 

pembela Hak Asasi Manusia untuk 
lwk asasi manusia dan Pcngusaha sangat n 

BAB III 
BIPARTIT DAN PEMBINAAN 

Pasnl 11 
FORUM BIPARTIT 

Forum bipartit adalah pertemuan antara Pcngusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
Peke~ja/Buruh yang bertujuan untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. 
Pengusaha maupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan atau Pekerja/Buruh berhak untuk 
diadakan Forum Bipartit. 
Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyclesaiannya terlebih dahulu 
perundingan bipartit secara musyawarah untuk mcncapai mufakat 

Pasal 12 
PEMBINAAN 

Dalam rangka lebih meningkatkan efisicnsi dan efektifitas kerja demi tercapainya tingka 
produktivitas dan pelayanan yang optimal, maka Pekerja/Buruh dan Pengusaha secara bersi 
bertanggungjawab untuk; 
a. Memelihara moral kerja; 
b. Meningkatkan disiplin kerja; 
c. Mcnanamkan rasa tanggungJawab, •nengembangkan kemampuan, keterampilan·dan kn"i 

~ "-~,' ' 
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BAB IV 
HUBUNGAN KERJA 

Pasal 13 
DASAR PENERIMAAN, PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEKERJA/BURUH 

I. Pengusaha bcrwcnang mcncrima, menempatkan dan memindahkan Pckerja/Buruh berdasarkan 
pendayagunaan tcnaga kc~ia dan discsuaikan dcngan kebutuhan. 

2. Untuk mengisi lowongan pekerjaan/jabatan akan diprioritaskan kepada Pekerja/Buruh dari internal 
Perusahaan yang mcmcnuhi kualifikasi pekerjaan/jabatan tersebut. 

]. Pengusaha bcmcnang mengatur pcncmpatan Pckerja/Buruh, yang mempunyai hubungan suami 
istri/sedarah/semcnda dalam unit kcrja/fungsi yang sama dengan mempertimbangkan kepentingan 
Pengusaha dan Pckc~ja/Buruh. 

·l. Untuk golongan start~ jika salah satu suami/isLri atau keduanya bekerja di Kebun I PKS yang sama, 
maka akan ditentukan pcncmpatannya sesuai dengan kebijakan Pcngusaha. 

:\. Terhadap proses penerimaan tcnaga ke~ja tidak adanya pemungutan biaya, seluruh biaya proses 
perekrutan ditanggung oleh Pcngusaha. 

Pasal 14 
PERSY ARA TAN UMUM PENERIMAAN PEKERJA/BURUH 

Yang menjadi persyaratan umum penerimaan Pekerja/Buruh adalah: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Berusia minimum 18 Tahun atau maksimum 40 tahun pada saat penerimaan; 
c. Berbadan dan berjiwa sehat berdasarkan hasil medical eek up (MCU); 
d. Surat keterangan berkelakuan baik yang dikcluarkan oleh Kepolisian; 
e. Lulus seleksi administrasi penerimaan Pekerja/Buruh yang dilakukan oleh pihak Pengusaha; 
f. Memenuhi tuntutan persyaratan jabatan pada saat penerimaan; 
g. Bersedia menaati peraturan - peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam Pengusaha; 
h. Tidak terlibat dalam kegiatan /keanggotaan dari partai/organisasi yang dilarang oleh pemcrintah 

yang ditetapkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; 
i. Tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pihak/subyek hukum lainnya 

Pasul 15 
MASA PERCOBAAN 

l'cnerimaan Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 
dilakukan melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan menjelang masa berakhirnya dilakukan 
cvaluasi yang hasilnya disampaikan kepada Pekerja/Buruh. 

2. Dalam masa percobaan tersebut baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh berhak melakukan 
l'emu~usan.Hubungan Kerja yang pelaksanaan mcngac~1 pada Undang-Undang yang;.be~_l<!JL.A~~:>:o., 

I. l'ekcrJa/Buruh yang lulus masa percobaan akan menenma Surat Keputusan Pengangka,tat\ f>er}ll~!!ll.\. 
Kcrja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dari Pengusaha. · ·:r:. ,\ 
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Pasal 16 
PERJANJIAN KER.IA W AKTU TERTENTU ( PKWT) 

I. Pengusaha dapat rnenerima Pekerja/Bnruh rnenggunakan hubungan ke~ia Perjanjian Ke 
Tertentu (PK WT) sesuai dengan ketentuan Undang lJndang Cipta Kerja dan Peraturan r 
yang berlaku. 

2. Terhadap Pekerja/Buruh dengan Perjanjian Kc~ia Waktu Tc1tentu (PK WT) tidak ada masa p• 
3. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk masa waktu paling lama 5 ( lirr 

termasuk akurnulasi perpajangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 
4. Bagi Pekerja/ Buruh yang Perjanjian Kerjanya dipcrpanjang. maka masa kecia Pckccia/ Buru 

sejak awal Perjanjian Kerja jibuat. 

Pasal 17 
MUTASI 

I. Mutasi adalah kewenangan dari Pengusaha yang dilaksanakan untuk memcnuhi kcbutuhan 
masing unit kerja yang ada didalam afiliasi First Resources Group. 

2. Peke~ja/Buruh dapat dimutasi dengan alasan scbag:ai berikut : 

a. Kebutuhan Pekerja/Buruh pada unit kerja; 
b. Kelebihan Pekerja/Buruh pada unit kerja; 
c. Untuk menambah wawasan dan menlngkatkan skill/ kemampuan dari Pckcrja/Buruh; 
d. Untuk peningkatan jabatan (Promosi). 

Pasal 18 
PROMOSI DAN DEMOS! 

I. Dalam periode tertentu Pengusaha dapat melakukan Promosi berdasarkan : 
a. Penilaian kinerja Pekerja/Buruh; 
b. Usulan dari pimpinan/atasan Pekerja/Bunrh; 
c. Kebutuhan unit kerja. 

I. Demosi dapat dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan : 
-·a.- Pekerja/Buruh tidak mampu melaksanakan pckerjaannya walaupun sudah diberi kesem1 

waktu untuk melakukan perbaikan kinerja; 
b. Berulang-ulang rnelakukan kesalahan kerja yang mcng:akibatkan kerugian Pengusaha ba 

materi maupun waktu. 

BABV 
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI WAKTU KERJA 

Pasal 19 
W AKTU KER.IA 

I. Waktu kerja adalah dimana pekerja rnelakukan pckcrjaan rlitcmpat kcrja sesuai den! 
d itentukan oleh Pcngusaha. 

2. Apel pagi/pengaturan ke,ja, perjalanan menuju lokasi kerja, jam istirahat kerja tidak termasul 
perhitungan waktu kerja. ·: 1 

3. Pengusaha memberikan upah kelebihan jam kerja dengan sebutan lain yaitu prem1· untul 
tcrtentu yang diatur tersendiri didalarn Surat Edaran (SE). 
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Pasal 20 
.JAM KER.IA 

I. Jam kc1ja yang dimaksud dalam l'asal ini : 
a. Kantor Direksi Pd.anbaru 

Jam kerja 
Sen in s/d kamis .: 08.00 s/d 17.30 WIB 
Jum'at : 07.30 s/d 17.JO W113 
Jam lstirahat 
Senin s/d Kamis : 12.00 s/d 13.30 W113 
Jum'at : 11.30 s/d 13.30 WIB 

b. Kantor Kebun 
Jam kerja 
Sen in s/d ju mat : 07.00 s/d 16.00 WIB 
Sabtu : 07.00 s/d 12.00 WIB 
Jam lstirahat 
Senin s/d Jumat : 12.00 s/d 14.00 WIB 
.lumat : I I .JO s/d 14.00 W113 

c. Operasional Kcbun, PKS dan Downstream 
Jam ke1ja discsuaikan ccngan situasi dan kondisi dilapangan dengan tetap berpedoman terhadap 
ketentuan 6 (cnam) hari kc~ja, 7 (tujuh)jam perhari dan 40 (empat puluh)jam I (satu) minggu. 

d. Petugas Keamanan 
Jam kerja discsuaikan dcngan situasi dan kondisi dilapangan dengan tetap berpedoman terhadap 
ketentuan 6 (enam) hari kc~ja. 8 (delapan)jam perhari dan 40 (empat puluh)jam I (satu) minggu. 

c. Pengusaha diwaktu tertcntu dcngan alasan situasi dan kondisi serta kepentingan operasiona\ dapat 
merubah jam ke1ja diatas dan terlebih dahulu memberitahukan kepada Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh. 

Pasal 21 
KER.IA LEMBUR 

I. Pcngusaha dapat mcmbcrikan pcrintah kcrja lembur secara tertulis kepada Pekerja/Buruh apabila 
dibutuhkan kerja lembur. 

2. Pekerja/Buruh menyctujui pcrintah kerja lcmbur dari Pengusaha secara tertulis/kolektif. 

Pasal 22 
PENGECUALIAN .JABATAN PENERIMA UPAH LEMBUR/PREMI 

I. l'ekerja/Buruh dalam jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, 
pelaksana dan atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan 
mendapat upah lebih tinggi maka tidak mendapatkan upah lembur. 

2. Jabatan yang dimaksud ayat I (satu) diatas sebagai berikut: 
a. Asisten, Askcp. Manager, Group Manager, Plantation Controller; 
h. Kasatpam; - .. ,--,.:. '>·, 
c. Jabatan lainnya yang mcndapat upah lebih tinggi maka tidak 111endapatka11_.u·~~lilem&i~~,{'\ 

~ 
16 

. _. - :.y;:'.;::~ 
·---·-· ·-·;:; :1:_] 

__ .. ~·~-<. ,>,, 
:;:~ .:.~~;../ 

... _,:;,_7_· •• -

- 0. " /""'\ 

BABVI 
PENGUPAHAN 

Pasal 23 
UPAH 

I. Upah adalah hak Pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam hcntuk uang scbagai 
Pcngusaha atau Pembcri Kcrja kepada Pckerja/l3uruh. 

2. Komponen Upah Pekerja/Buruh Non Staff(PKl·I, KHT, PBT) tcrdiri dari Gaji Pokok (IOC 
J. Komponen Upah Pekerja/Buruh Staff terdiri dari Gaji Pokok (I 00%) ditamhah tu11ja11ga1 

(tunjangan prestasi, tunjangan lokasi, tunjangan BBM, tunjangan sparcpart scpcda motor, ~ 
perumahan, insentifproduksi, tunjangan handphone, dan lain-lain). 

4. Upah yang dibayarkan merupakan penghasilan kotor (gross) akan dipotong Pph 21 se 
aturan perpajakan yang berlaku. 

5. Untuk Pekerja/Buruh level tertentu yang upahnya berdasarkan upah minimum, setiap tal 
mengikuti aturan upah minimum Kota/Kabupaten yang ditetapkan olch Pemcrintah. 

6. Pengusaha akan mengeluarkan slip upah setiap bulannya kepada Pckerja/buruh. 
7. Pengusaha menetapkan periode pembayaran upah setiap bulannya scbagai berikut: 

a. Bagi golongan Staff terhadap upah pokok dibayHkan pada tanggal 25 (dua puluh 
bulannya bila tanggal tersebut merupakan hari kerja dan akan bcrgescr ketanggal ber 
tanggal 25 (dua puluh lima) merupakan hari libur, hari yang diliburkan atau h 
mingguan; 

b. Bagi golongan Staff terhadap tunjangan tidak tetap dibayarkan pada tanggal 1 ( 
bulannya bila tanggal tersebut merupakan hari kerja dan abn bergcser ketanggal ber 
tanggal I (satu) merupakan hari libur, hari yang diliburkan atau hari istirahat minggua 

c. Golongan Non Staff( PKH, KHT, PBT) dibayarkan pada tanggal 14 (cmpat belas) at 
belas) setiap bulannya bila tanggal terscbut merupakan hari kerja dan akan bergese 
berikutnya bila tanggal 14 (empat bclas) atau 15 (lima bclas) merupakan hari libu1 
diliburkan atau hari istirahat mingguan. 

d. Pengusaha sewaktu-waktu dapat mengubah pcriodc pembayaran upah tersebut 
diperlukan .. 

Pasal 24 
PENINJAUAN UPAH 

I. Pengusaha akan melakukan peninjauan upah secara berkala dalam periode terten 
memperhatikan kemampuan Pengusaha dan ProdL1ktivitas Pekerja/Buruh. 

2. Untuk golongan Non Staff (PKH, KHT. PBT) berdasarkan penetapan Upah Minimun KabL 
yang dikcluarkan oleh Pemerintah setempat. 

3. Untuk golongan Staffberdasarkan kemampuan Pcngusaha serta penilaian kinerja Pekerja/81 

~ 

17 



BABVll 
llAL-HAL YANG DAl'AT JHPERHITUNGKAN DENGAN UPAH 

Pasal 25 
DENl)A, GANTI RUG!, HUTANG, KELEBlHAN PEMBAYARAN UPAH 

I. Denda adalah bcnluk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalamjumlah tertentu 
olch Pekerja/13uruh yang mclakukan pelanggaran. 

2. Jenis·jcnis pclanggaran yang dikcnakan dendu sebagai berikut: 
a. Potong buah mcntah; 
b. Tandan Buah Segar (Tl3S) kategori matang yang tidak dipancn; 
c. Tanda 13uah Segar (Tl3S) kategori matang yang tidak diangkat ke tempat pengumpulan hasil 

(TPH); 
d. Tandan Buah Segar (TIJS) yang tidak diangkut dari tcmpat pengumpulan hasil (TPH); 
c. Tandan f3uah Segar (TBS) kategori tangkai panjang; 
r. Brondolan tidak dikutip; 
g. Brondolan yang tidak diangkut dari tempat pengumpulan hasil (TPH); 
h. Pencatatan data kwalitas Tandan 13uah Segar (TBS)/ Brondolan yang tidak benar; 
i. Proses penyemportan yang tidak benar sehingga rumput tidak mati; 
j. Terlambat memberikan STNK atau KIR untuk proses perpanjangan. 

. 1. Besaran denda dari masing-masing pelanggaran pada point 2 ( dua) diatas ditentukan secara detai I 
rnclalui Surat Edaran. 

4. Cianti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh Pengusaha akibat 
kclalaian Pekerja/Buruh. 
Jcnis-jenis kelalaian yang dimaksud sebagai berikut: 
a. Supir ugal-ugalan, melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dan kerusakan 

pada barang dan unit kendaraan milik Pengusaha; 
h. Pekerja/Buruh lalai, melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur dalam melakukan 

pekerjaannya sehingga mengakibatkan kerusakan asset dari Pengusaha. 
II. Bcsaran ganti kerugian dan tatacara ganti rugi masing-masing pelanggara9 pada point 5 (lima) diatas 

ditcntukan melalui investigasi, perhitungan nilai kerugian oleh staff yang ditunjuk oleh pengusaha. 
7. l'ekc~ja/Buruh yang tidak masuk bekerja tan pa ada pembcritahuan yang sah dan resmi (Mangkir) maka 

upnh dan bantuan beras akan dipotong sccara proporsional (upah dan beras sebulan dibagi 25 hari). 
l'emotongan upah dapat dilakukan oleh Pengusaha terhadap pelanggaran yang tercantum didalam 
point 2 (dua) dan 5 (lirna) sebagai realisaasi denda dan ganti rugi. 

•i l'~kcrja/Buruh yang memiliki hutang kepada Pengusaha berupa pinjaman uang untuk pembe\i,;•1 
h11rnng-barang, beras pekerja dan kcluarga, alat kerja, maupun dalam bentuk lainnya. Pelunasan atau 
<'id\1111 tcrhadap hutang tersebut dapat dilakukan mclalui pemotongan upah Pekerja/Buruh. .· .... ·., , 

Io frrhudap kelebihan pembayaran upah yang dilakukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Bur;uh. maka · 
11~1111 dilakukan penycsuaian atau pengembalian melalui pemotongan upah J'ekerja/Bur\1h:· periode 
ht·rikut11y11. ·· 
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Pasal 26 
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR 

Pengusaha membayar upah lcmbur kcpada Peke1ja/Buruh dengan perhitungan 

I. Pcrhitungan upah perjam adalah Upah Sebulan (gaji pokok) dibagi 173 (seratus tujuh puluh t 

2. Perhitungan upah \embur hari kerja biasa 
a. Untukjam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali upah scjam; 
b. Untuk setiapjam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali upah sejam. 

3. l'engusaha membayar upah lembur kepada Pekerja/Buruh apabila kc1ja lembur dilakukan 
istirahat mingguan dan/ atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kcrja clan · 
puluh)jam seminggu, dengan ketentuan: 
a. Perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: 

I. Jam pertama sampai dengan jam ketL!iuh, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam; 
2. Jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) ka[i upah sejam; 
3. Jam kesembilan,jam kesepuluh, dan kesebelas dibayar 4 (empat) kali Upah sejam. 

b. Jika hari libur resmi jat·Jh pada hari ke1ja terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur di 
sebagai berikut : 
I. Jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali upah sejam; 
2. Jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali upah sejam; 
3. Jam ketujuh,jam kedelapan danjam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali upah sejam . 

4. Pengusaha membayar upah lembur kepada Pekerja/Buruh apabila kerja lembur dilakukan 
istirahat mingguan dan/ atau hari libur resmi untuk waktu ke~ja 5 (lima) hari kerja dan ' 
puluh) jam seminggu, dengan ketentuan : 
a. Jam pertama sampai denganjam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali upah sejam; 
b. Jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali upah sejam; 
c. Jam kesepuluh,jam kesebelas danjam kedua belas dibayar4 (empat) kali upah sejam. 

Pasal 27 
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR DENGAN SEBUTAN LAIN (PREMI) 

Terhadap perhitungaaan upah lembur dengan sebutan lain (Premi) disesuaikan den. 
pekcrjaannya, besarannya ditetapkan melalui Surat Edaran. 

Pasal 28 
UP AH SELAMA T SAKI'I' 

I. Upah selama sakit diberikan Pengusaha kepada Pckc~ja/13uruh yang menderita sakit yang ct 
dan terus menerus serta tidak mampu bekerja berdasarkan keterangan yang sah dari Dokter. 

2. Bcsaran upah yang dibayarkan kepada Pek<:rja/Buruh karena sakit berkcpanjangan baik dil 
kecclakaan kerja maupun bukan karena kecelakaan kcrja scbagai berikut : 

LAMASAKIT UPAH YANG DIBA Y ARKAN 

4 ( empat) bu Ian perlama 100 % dari Llpah 

4 (empat) bulan kedua -------=;so/o dari Upa_h ___ 
·-

4 (em pat) bu Ian ketiga 50 % dari Upah 
. -- --

Bulan berikutnya sampai 25 % dari Upah 
proses PHK - -
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3. Terhadap Peke1ja/Buruh yang sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat 
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan Pcmutusan 
Hubungan Kerja (PHK). 

Pasal 29 
UPAH PEKERJA/BURUH TIDAK MASUK BEKERJA DAN/AT AU TIDAK MELAKUKAN 

PEKERJAAN KARENA ALASAN TERTENTU 

I. lzin meninggalkan pekei:jaan dengan upah penuh : 
Pengusaha wajib membayar upah Pekerja/Buruh tidak masuk kerja karena hal-hal sebagaimana 
dimaksud di bawah ini dengan ketentuan sebagai bcrikut: 
a. Pckcrja/13uruh mcnikah, dibayar untuk sclama 3 (tiga) hari; 
b. Mcnikahkan anaknya, dibayar untuk sclama 2 ( dua) hari; 
c. Mengkhitankan anaknya. dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
d. Mcmbaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
e. lstri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
f. Suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/ atau mcnantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 

( dua) hari atau : 
g. Anggota kcluarga sclain sebagaimana dima.ksud dalam huru ff yang tinggal dalam I (sat .. ) rumah 

rncninggal dunia, dibayar selama I (satu) hari; 
h. Pckcrja/Buruh dibcrikan izin untuk mcninggalkan pekerjaan sebagaimana pada ayat I (satu) huruf 

a sampai dengan huruf g diatas, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada Pengusaha secara 
tertulis dan dilengkapi dcngan surat-surat yang resmi dan sah kecuali huruf e, r dan g 
pemberitahuan secara lisan terlebih dahulu dan pemberitahuan secara tertulis dapat menyusul; 

i. Pelanggaran terhadap point h diatas mengakibatkan tidak dibayarnya upah Pekerja/Buruh. 
2. Pekcrja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap Negara dengan sebagai berikut: 

a. Peke~ja/Buruh yang menjalankan keawajiban terhadap Negara yang tidak melebihi I (satu) tahun 
dan pcnghasilan yang diberikan oleh Negara kurang dari besamya upah yang biasa diterirna 
Pckerja/Buruh pengusawa waj ib mcmbayar kekurangannya. 

b. l'ekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap Negara tidak melebihi I (satu) tahun dan 
penghasilan yang diberikan oleh Negara sama atau lebih besar dari upah yang biasa diterima 
Pekerja/Buruh, Pengusaha tidak waj ib membayar. 

c. Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap Negara wajib memberitahukan secara 
tertulis kepada Pengusaha. 

3. Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja atau tidak 
melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya sebesar 
Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja 
di Perusahaan. · 

4. Yang dimaksud dengan perintah Agama adalah Naik Haji bagi yang beragama Islam untuk 
menjalankan rukun Islam, sesuai dengan Peraturan Pemerintah proses pelaksanaan naik Haji diatur 
dalam jangka waktu selama 40 ( empat puluh ) hari kalender; 

5. Pengusaha waj ib membayar Upah kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tidak masuk 
bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh, dengan syarat Pekerja/Buruh wajib memb~~iRa~~-:· ;>, 
surat resmi dari organisasi Serikat Pekerja/Serikat Bu.-uh kepada Pengusaha; · .-.'',::. -----·<:'/'~ 

(1. Pengusaha wajib membayar upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dahf~fau tidak ''\';·:;\ 
melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas pendidikan dan/atau pelatihan dad Ptirusahaan;·-~:,·-;1~:·.1.\\ 
sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh. ' \. '·;: : : . :, 'P:·) 
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7. l'engusaha wajib membayar Upah kepada Pekc(ja!lluruh yang tidak masuk beke1ja d111 
melakukan pekerjaan karcna menjalankan liak waktLI istirahat atau cutinya, scbesar Upah 
ditcrima olch Pekerja/Buruh. 

BABVlll 
BANTU AN PENGADAAN HERAS (NA TllRA) 

Pasal 30 
Pengadaan Beras (Naturn) 

I. Pengusaha memberikan bantuan pengadaaan berus scliap bulannya kcpada l'ekc1ja/Lluru 
Non Staff(KHT dan PBT). 

2. Harga bcras yang diberikan oleh Pen.:.usaha ditcntukan bcrdasarkan pcnetapan harga yan1 
oleh Gabungan Pengusaaha Kelapa s~wit Indonesia (Gi\PKI) cabang Riau. 

3. Besarnn bantuan pengadaan beras dan kategori pcncrima heras di1<:111pkan sebagai berikut: 

Bah an p k . L I ,. l;<ol .,,;, beked• l~--k---
e ·erJa ea 1 alin, ban 'ak mp ana 
I Wanifa p S g ' ) (max) 3 orang 

eorang 

Beras 15kg 9Kg I 7,5Kg 

4. Bantuan pengadaan beras yang diberikan kepada Pekerja/Buruh golongan KHT akan diba: 
Pekerja/Buruh setiap bulannya pada Pengusaha melalui pemotongan gaji sebesar be1 
Pekcrja/Buruh dikali harga beras perkilogramnya. 

5. Bantuan pengadaaan beras kepada tanggungan Pekerja/13uruh golongan KHT (istri tidak I 
anak maksimal 3 (tiga) orang) diberikan secara curna-cuma setiap bulannya tetapi aka 
secara proporsional setiap harinya bila Pekerja/Buruh mangkir (Total harga beras 
Pekerja/Buruh dibagi 25 hari dikali total hari tidak masuk bekerja (Mangkir). 

6. Bantuan pengadaan beras ':epada Pe'<erja/Buruh khusus untuk golongan PBT akan dipo 
proporsional bila Pekerja/Buruh tida~ masuk bekerja (Mangkir), dengan perhitungan (' 
be.ras Pekerja/Buruh dibagi 25 hari dikali total hari tidak masuk bekerja (Mangkir). 

7. Bantuan pengadaaan beras kepada tanggungan Pekerja/Buruh golongan PBT (istri tidak 
- -11nak maksimal 3 (tiga) orang) diberikan secara cuma-cuma sctiap bulannya tetapi aka 

secara proporsional setiap harinya bila Pekerja/Buruh mangkir (Total harga beras 
Pekerja/Buruh dibagi 25 hari dikali total hari tidak masuk bekerja (Mangkir). 

8. Ketentuan-ketentuan mengenai yang berhak mendapat catu beras adalah : 
a. Pekerja sendiri (Pria/Wanita). 
b. Tanggungannya (istri dan anak maksimal 3 orang) yang tinggal di perumahan kebunf 
c. Anak yang dimaksud huruf b adalah belum menikah, tidak bekerja dan masih r 

pendidikan formal maksimal usia 25 tahun. 
d. Wanita yang bekerja hanya hanya menerima catu beras bagi dirinya sendiri, kecuali bi 

menurut keterangan Dokter Pengusaha bahwa keadaan jasmani dan rohani tidak sang~ 
natkah keluarganya atau suaminya telah meninggal dunia, maka pekerja wanita yang l 
dapatjuga menerima tambahan catu beras bagi anak-anaknya. 

e. 1'ckc1ja yang mempunyai isteri bekcrja diluar perusahaan baik swasta maupun dipc 
maka isterinya tersebut tidak lagi mendapatkan bantuan pengadaan beras dari pengusal 

\ 
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Pasal 31 
TUNJANGAN HARI RA YA KEAGAMAAN 

I. Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada Pekerja/Buruh 
2. Ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai berikut: 

a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja I (satu) bulan secara terus menerus atau lebih: 
b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) clan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); 
J. Besaran Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dengan ketentuan: 

a. Bagi Peke~ja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua bclas) bulan secara terus mcnerus atau 
lebih dibcrikan sebesar I (satu) bu Ian upah; 

h. Bagi Peke~ja/Buruh yang masa kerja I (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurnng dari 12 (dua 
bclas) bulan dibcrikan secara proporsional dengan perhitungan Masa kerja x I bulan upah. 

12 
•I. Pekerja/Buruh yang bcrakhir hubungan kerjanya terhitung 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya 

kcagamaan berhak mcndapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 

). Pemhayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pekerja/Burnh yang beragmna Islam dilakukan 
mcnjelang l-lari Raya ldul Fitri dan Pekerja/Buruh beragama non muslim dilakukan menjelang Hari 
Raya Natal. 

6. Pekerja/Buruh mendapatkan Tunjangan Hari Raya (Tl-IR) I (satu) kali dalam setahun. 

DAB IX 
JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 

Pasal 32 
PERAWATANDANPENGOBATAN 

I. Pengusaha memberikan fasilitas kesehatan kepada Pekerja/Buruh melalui fasilitas kesehatan I Klinik 
yang ditunjuk oleh Pengusaha yang berada di dalam areal ke~ja. 

2. Pengusaha memberikan fasilitas kesehatan tersebut kepada Peke~ja/Buruh termasuk keluarganya 
sampai dengan 3 (tiga) orang anak; 

I. 

Pasal 33 
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

Pekerja/Buruh yang meninggal dunia dalam hubungan kerja maup~m diluar hubungan kerja, maka 
Pengusaha akan memberikan kompensasi kepada ahli waris sebagai berikut: { 

u. Sisa upah dalam bu Ian berjalan sesuai dengan hari terakhir beke1ja. 
b. Biaya pengangkutan dari tempat kerja ke Rumah Sakit maupun sebaliknya. ,. -· · 
c. Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ,. . , \ :· : 
d. P~kerja/Buruh yang berakhir Hubungan Kerja dikarenakan meninggal dunia, maka kepadii ahli 

warisnya yang sah diberikan kompensasi mengacu kepada PP 35 tahun 2021. . .·· .. :·---. 
Dan apabila keluarga Pekerja/Buruh (istri, suami dan anak) yang meninggal dunia, ma~a"P,cngttsaha 
ukan membcrikan santunan biaya pemakaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus \ribt\ rupii1h) 
hcrdasarkan surat keterangan yang sah. 
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Pasal 34 
KOPERASI PEKERJA/BURUH 

-, 

I. Untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh, maka dibentuk koperasi Pekerja/Bur 
dikelola oleh Pengurus Koperasi. 

2. Pengusaha sesuai dengan kemampuan yang ada akan turut mendorong dan membantu kc aral 
dan berkcmbangnya Koperasi Pekerja/Buruh. 

Pasal 35 
BANTU AN OLAHRAGA DI KEBUN - KEBUN 

Guna meningkatkan kesehatan dan kinerja Pekerja/Buruh dikebun, Pengusaha memberikan 
perlengkapan olah raga berupa bola sebanyak 2 (dua) buah setiap I (satu) tahun sek 
discsuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada didalam kebun. Kcscmuanya 
merupakan inventaris Pengusaha, 

BABX 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

Pasal 36 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

I. Pe1;gusaha menyediakan alat perlindungan kerja kepada Pekerja/Buruh, guna meqjamin kes 
dan kesehatan kerja. 

2. Pekerja diwajibkan memakai alat Pelindung diri yang disediakan oleh Pengusaha dan r 
ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

3. Apabila Pekerja/Buruh didapati tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja m 
diberikan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini; 

Pasal 37 
P2K3 

I. lJalam rangka Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengusaha membentul 
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). 

2. Anggota pengurus P2K3 terdiri dari wakil-wakil Pengusaha dan Pekerja/Buruh. 
3. P2K3 bertugas rnenyusun Peraturan dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

menerapkan dan mengawasi pelaksanaanya. 

Pasal 38 
TATA TERTIB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

l. Peke~ja/Buruh wajib menaati peraturan yang berlaku di perusahaan tentang: 
u. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
b. Keamanan/pengamanan 
c. Administrasi 

i. Peke1ja/Buruh dilarang mengoperasikan mesin atau peralatan lainnya dalam tempat kerja/gud 
kewenangan atau tidak sesuai dengan Standar Operas ion al Proscdur (SOP). 

]. Pekerja/Buruh wajib menaati segala peraturan dalam mcnccgah timbulnya bahaya kebakaran. 

~;v 
23 

rfA 



,I. Pada waktu timbulnya kebakaran, setiap Peketja/Buruh wajib mematuhi ketentuan yang diatur sesuai 
standar prosedur yang dikeluarkan oleh Pengusaha/P2KJ 

5. Tanpa scijin Pengusaha, Peke~ja/Buruh dilarang memindahkan alat-alat pemadam kebakaran dari 
tempat scmula yang sudah ditentukan olch Pcngusaha 

11. Merokok hanya diperbolehkan ditcmpat-tcmpat yang disediakan oleh Pengusaha, di luar tempat 
kcrja/gudang atau bangun'an lainnya yang tidak bcrdekatan dengan bahan-bahan yang mudah atau 
diduga dapat 111c11imbulka11 bahaya kchakaran. 

HAU xr 
HARI LIBl!R, ISTIRAHAT DAN MENINGGALKAN PEKERJAAN 

Pasal 39 
llARl-HARI LIBUR (NASIONAL) 

I. Hari-hari libur yang diakui olch l'cngusaha adalah hari-hari libur resmi yang ditctapkan oleh 
pcmerintah sctiap tahunnya, dcngan upah tctap di bayar. 

2. Ketentuan ini berlaku untuk scmua Pckcrja/8uruh. 

Pasal 40 
CUTI TAHUNAN 

I. l'ekerja/8uruh diberikan cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja dan jatuh tempo hak cuti 
efektif mulai tanggal I (satu) Januari tahun berikutnya. 

2. Dispensasi untuk mempercepat pengambilan masa cuti di atas sebelum penuh masa ke~ja I (satu) 
tahun dapat dilakukan untuk hal-hal yang mendesak, apabila dianggap perlu atas persetujuan 
Pengusaha. 

.l. Bagi yang telah menjalankan cutinya seperti dimaksud dalam ayat 2 (dua) ini, maka digolongkan cuti 
pinjaman/gantung maksimal 3 (tiga) hari kerja; 

4. Jika pinjaman tersebut melewati batas maksimal 3 (tiga) hari ke~ja sebagaimana ayat 4 (empat) diatas, 
atas kelebihan cuti tersebut maka upah tidak dibayarkan. 

~- Pengajuan cuti tahunan diajukan oleh Pekerja/Buruh paling lambat 14 (empat belas) hari kcrja sebelum 
pelaksanaan cuti dan harus memberikan alasan yang jelas dalam pengajuan cuti kepada Pengusaha dan 

-niendapat persetujuan dari Pengusaha. 
''· Hak atas cuti tahunan gugur apabila setelah 18 (delapan belas) bulan sejak lahirnya hak tersebut 

Pekerja/Buruh tidak mempergunakan haknya kecuali ditentukan berbeda oleh Pengusaha dengan 
mempertimbangkan situasi dan kondisi yang mendesak berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan 
Pekerja/Buruh serta kepentingan Pengusaha. 

Pasal 41 
CUTIHAMIUKEGUGURAN 

'\:'.; 
Perkerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sebe1~1n-'~aainya 
mefahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitutiga!1·;dok_ter-·- .. 
kandungan atau bidan. . : ' ' ·. · · 

/. Apabila Pekerja/Buruh perempuan menjalankan cuti melahirkan tidak sesuai ayat I (satu) dia~~s, maka 
l'ckcrja/Buruh wajib membuat surat pernyataan bertanggungjawab penuh atas,kondisi kehainilah. 

( - - .. __ 
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J. Kcguguran : 
a. Pekerja/Buruh Perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat I, 

setcngah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 
b. l'ekerja/Buruh Pcrempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahuka 

Pengusaha tidak waj ib bcke1ja pad a hari pertama dan kedua pada ha id. 
c. Cuti haid diberikan dengan melampirkan surat keterangan dari tenaga mcdis. 

4. Peker:ja/Buruh perempuan yang sedang hamil, guna mcnjaga kondisi kehamilan maka Pckc1 
perernpuan dapat dialihkan pekerjaannya kcbagian yang tidak rncmbahayakan dirinya dar 
kehamilannya. 

BAB XII 
TATA TERTIB KEIUA DAN ATURAN KEDISPLlNAN 

Pasal 42 
ATURAN lJMllM 

I. Tumhuhnya moral kerja ditentukan oleh kesadarnn seluruh Pckcrja/Buruh untuk mengc 
disiplin kerja. Oleh karena itu setiap Pekerja/8uruh wajib 111cmaha111i dan melaksanakan T: 
Kerja dan Aturan Kedisplinan yang telah ditetapkan. 

2. Bagi Pekerja/Buruh bagian tertentu (yang diatur dalam Surat Keputusan tcrsendiri 
menjalankan tugas harus mengenakan seragam ke~ja yang discdiakan olch Pengusaha dcng 
tanda pcngenal dan perlengkapan lain yang dipcrlukan/ditcntukan baginy11. 

3. Peke1:ja/Buruh waj ib untuk : 
a. Mclaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab: 
b. Mematuhi perintah, petunjuk dan bimbingan atasannya yang behubungan deng 

pckerjaannya secara sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya; 
c. Bcrsikap serta berprilaku sopan dan wajar tcrhadap atasannya dan sesama Pekerja/Buruh, 
d. Mcngctahui kewaj ibannya di Pengusaha dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknnya ! 

pcningkatan produktivitas dan pelayanan; 
c. l\'lclayani pelanggan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Pengusaha se1ta berlaku pn: 

sopan dan wajar; 
r. -Menjaga nama baik, tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan lain yang 1 

Pcngusaha. 
4. l'ekerja/Buruh yang menjadi Pimpinan Kerja wajib: 

a. Bersikap dan memperlakukan bawahannya sesuai dengan tugas yang telah ditentl 
Pcngusaha; 

h. Memberikan petunjuk dan bimbing:m yang jelas kcpada bawahannya mengenai peker 
harus dilakukan; 

c. Mencgur bawahannya yang menyalahi peraturan: 
d. Melakukan penilaian terhadap bawahannya secara jujur dan objektif; 
e. Menjawab setiap pertanyaan bawahannya sesuai dengun batas kewenangan yang dimiliki 

5. Peketja/Buruh wajib memberitahukan kepada Pengusaha selambat-lambatnya I (satu) ming 
ada perubahan yang berkenaan dengan ; /.·. 
a. Domisili/tempat tinggal; i · ._, 
b. Status keluarga (perkaw.inan, kelahiran, kematian). 

6. Pekerja/Buruh dalam jam kerja dilarang rneninggalkan lingkungan ke1ja maupun melakuka.1.! 
lain tanpa seij in Pengusaha. ' " 
Pekerja/Buruh wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. 
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Pasal 43 
PEKERJA ANAK 

I. Anak adalah scscorang yang belum berusia 18 (delapan betas) tahun . 
~. Pengusaha dilarang 111empeke1jakan anak dibawah umur \8 (delapan betas) tahun atau membiarbn 

anak bcrada dilokasi kerja. 
1. Pcngusaha dengan aktif membuat larangan-larangan mempekerjakan anak atau membawa anak kc 

lokasi kcrja disch1ruh area kcrja rnaupun lokasi-lokasi yang dapat dilihat dengan jelas oleh 
Pckerja!Buruh. 

4. Peke~ja!Buruh dilarang membawa anak ikut bekerja ataupun berada di lokasi ke1:ja. 
5. Apabila did.apati Pekerja/Buruh membawa anak ikut bekerja ataupun berada di lokasi kerja. maka 

Pekerja diberikan sanksi yang tegas .. 
6. Pekerja!Buruh wajib lllemberitahukan kcpada pengusaha apabila melihat atau menemukan anak 

bekerja atau berada dilokasi kerja. 

Pasal 44 
TATA TERTIB PEMELIHARAAN PERALATAN DAN LINGKUNGAN KFR.JA 

I. Pekerja/Buruh dilarang menyalahgunakan, memindahkan perlengkapan/peralatan ke~ja dan harta milik 
Pengusaha dari tempat/lokasi yang telah ditentukan, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dan/ 
atau untuk kepentingan Pengusaha. · 

2. Pekerja/Buruh wajib memelihara peralatan kerja yang disediakan oleh Pengusaha dan harta lain milik 
Pengusaha dengan sebaik-baiknya. 

l. Pekerja/Buruh wajib menjaga kebersihan dan kerapian tempat ke1ja serta lingkungan Pengusaha. 
4. Pekerja/Buruh wajib segera melaporkan kepada pimpinan kerjanya atas kehilangan atau kerusakan 

pelengkapan/peralatan kerja dan harta milik Pengusaha. 

Pasal 45 
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN KERAHASIAAN PERUSAHAAN 

l'ekerja/Buruh yang menggunakan media sosial dan bukan orang yang ditunjuk oleh Pengusalrn, 
·dilarang membagi informasi kepada pihak luar berupa postingan, data, pemyataan, gambar atau video, 
property perusahaan, maupun ha! lainnya yang ada kaitannya dengan nama perusahaan, logo, lambang, 
dan inforrnasi tentang perusahaan untuk disebarluaskan kepada orang lain tanpa persctujuan 
Pengusaha. ·· 
l'ekerja/Buruh wajib menjaga segala hal yang merupakan kerahasiaan Perusahaan. 
Rahasia Perusahan adalah dokumen atau informasi yang bersifat penting yang tidak boleh diket_ahui . 
oleh pihak yang tidak berwenang baik di dalam maupun di luar Perusahaan. . . · 
Pckc~ja/13uruh di la rang mendistribusikan danhtau mentransmisikan dan/atau mem,biiat '. _dapat_ 
diaksesnya informasi oleh orang lain yang hcrsifat rahasia Perusahaan.tanpa seijin dari Pen'gusal~a. 

'· 
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Pasal 46 
SENJATA, NARKOBA, MINUMAN KERAS 

l'ckcrja/Buruh dilarang: 
Membawa senjata api, senjata tajam, petasan/mercon atau bahan peledak lainnya yang membah 
keselamatan dan keamanan ke dalam lingkungan Perusahaan 

1. Membawa, mengedarkan, mcmpergunakan narkotika, psikotropika dan atau bahan, alat, obat, te 
lainnya di lingkungan Perusahaan. 

.i. Membawa, mengedarkan, meminum-minuman keras atau yang mema 
(mcngurangi/menghilangkan kesadaran) di lingkungan Perusahaan. 

Pasal 47 
KEHADIRAN 

l. Pckerja/Buruh wajib mentaati jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pengusaha. 
2. Pekerja/Buruh wajib mencatat waktu hadirnya sendiri atau mengisi daftar hadir pada setiap ma 

pt:lang dari tempat ke1ja dan \Vaktu lain yang ditentukan Pengusaha. 
3. Dilarang mengabsenkan, mengisikan, menandatangani daftar hadir Pekerja!Buruh lainnya. 
4. Bila ternyata terdapat coretan dan atau penghapusan daftar hadir tanpa adanya pengesal 

Pengusaha, maka kehadiran Pekerja!Buruh" dianggap tidak sah (mangkir). 
5. Ketcrlambatan masuk kerja dan atau meninggalkan tempat kerja sebelum waktu kc~ja beral 

ketidakhadiran sehari penuh dianggap sebagai pelanggaran tata tertib kecuali dengan alasa 
yang dapat diterima dan tclah mendapat ij in Pcngusaha. 

Pasal 48 
PEMBERIT AHUAN KETIDAKHADIRAN 

Ketidakhadiran Pekerja/Buruh dikarenakan kondisi atau alasan mendesak, terlebih dahulu wajib rr 
kctcntuan berikut: 
I. 

2. 

I. 

2. 

Pada saat tidak masuk bekerja maka Pekerja/Buruh wajib memberitahukan kepada Pengusa 
langsung tentang alasan tidak masuk kerja (me!alui surat, telepon, kurir, dsb) 
S(bagaimana pada ayat 1 (satu) maka pada saat masuk kerja Pekerja/Buru 
m.:mpertanggungjawabkan alasan ketidakhadirannya secara sah dan patut sebagai berikut : 

·a.· Bila sakit, menyerahkan Surat Keterangan lstirahat dari Doktcr atau petugas Poliklinik Kc 
b. Bila memenuhi panggilan pihak yang berwajib, dapat membuktikan 

menyerahkan/menunjukkan surat panggilan tersebut. /{:~ 
/ .. <<.,· 

Pasal 49 ;/:;;./ 
SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA DAN ATURAN KEDISiP~fi 

'.'C·\·· 
Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja/Buruh dimaksudkan s~bag~i 
korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah laku Pekerja!Buruh. 
S:mksi didasarkan pada: 
a. Macam/jenis pelanggaran; 
b. Frckuensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran; 
c. Besar kecilnya pelanggaran; 
d. Tata tertib Perjanjian Kerja Bersama. 

'<, 
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.lcnis sanksi pelanggaran Tata Tcrtib Kc1:ia dan Aturan Kedisiplinan adalah sebagai berikut 
a. Tcguran Lisan; 
b. Surat Teguran masa bcrlaku 3 (tiga) bulan; 
~- Surat Peringatan I masa bcrlaku 6 (cnam) bu Ian; 
J. Surat Peringatan II masa bcrlaku 6 (cnam) bulan; 
e. Surat Peringatan Ill masa bcrlaku 6 (enam) bulan; 
f. Pcmutusan Hubungan Kerja (PHK). 

4. Sanksi diberikan kepada Pekcrja/Buruh yang melakukan pelanggaran, beserta uraian pelanggaran 
yang dilakukan. 

5. Dalam hal masa berlaku ·suatu sanksi belum habis, masih terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib 
Kcrja dan Aturan Kedisiplinan, maka dapat dikeluarkan peningkatan sanksi (surat pcringatan 
bcrikutnya) dan masa berlaku sanksi yang baru dihitung sejak tanggal dikeluarkannya sanksi baru. 

<1. Pcmberian sanksi (surat peringatan) tidak harus sesuai dengan urutan tetapi dapat ditentukan dari jenis 
pclanggaran yang dilakukan oleh Pekcrja/Buruh. 

7. Jcnis-jenis pelanggaran beserta sanksinya akan dicantumkan kedalam lampiran Perjanjian Kerja 
Bersama ini. 

X. Pekerja/Buruh yang memperoleh Surat Peringatan baik Surat Pcringatan Pertama, Kedua dan Ketiga 
dapat mempengaruhi penilaian kinerja secara negatif dan atau dapat dikenakan Demosi dan atau 
penundaan kenaikan gaji/pangkat/jabatan/sub golongan. 

BABXIll 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KER.TA 

Pasal SO 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ALASAN MENDESAK 

I. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan 
mendesak dengan mempertimbangkan data pendukung berupa : 

a. Serita acara Pemeriksaaan; 
b. Keterangan Saksi-saksi, dan bukt-bukti yang didapat; 
c. Jl_engakuan Pekerja/buruh yang bersangkutan. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak sebagai berikut: 
·a." Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik Pengusaha 

b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Pengusaha; 
c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan Pengusaha; 
d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan ke~ja; 
e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengitimidasi teman seke~ja, keluarga teman sekerja, 

p•l~ak-pihnk yang berkepentingan dengan pengusaha, pelanggan pengusaha atau penggusaha di 

lingkungan kcrja; ·· ... 
r. Mernbujuk ternan sckerja atau pengusaha untuk rnelakukan perbuatan yang bertentangan ··cteryJ.l~ri--- /_. 

peraturan pcrundang-undangan ; 
g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalain keadaan hahaya barang millk 

Pengusaha yang menimbulkan kerugian bagi Pengusaha; 
h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaaan bah11ya di 

tempat kerja ; ' . 
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Mcmhongkar atau membocorkan rahasia Pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kccui 
kcpentingan Negara; atau 

j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Pengusaha yang diancam pidana penjara 
tahun atau lebih. 

J. Pemutusan hubungan ke~ja diatas clengan alasan mendesak dapat dilakukan oleh Pcngusaha tar 
perrnberitahuan pemutusan hubungan ke1ja kepada Pekerja/Buruh. 

Pasal 51 
DIT AHAN PIHAK BERW A.JIB 

I, Dalam hat Pekerja/Buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakuakan tindak pidar 
Pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada I 
Peke~ja/Buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Untuk I (satu) orang tanggungan 25 % dari upah; 
b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35 % dari upah; 
c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45 % dari upah: 
d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50% dari upah. 

2. Jangka waktu pemberian bantuan kepada. keluarga Pckcrja/Buruh diatas, diberikan paling 
(enam) bulan sejak hari pertama Pekerja/Buruh ditahan oleh pihak yang berwajib atau setelal1 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tctap. 

3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kcrja tcrhadap Pckcrja/Buruh karcna 
Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (cnam) bulan akiabat ditahan yang t 
karena diduga melakukan tindak p idana. 

4. Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tctap sebelum berakhirnya 
(enam) bulan dinyatakan bersalah maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. 

5. Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana scbclum berakhirnya masa 6 (cnam) bu 
Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah maka Pengusaha mempckerjakan Pckcrja/Buruh kemt 

l'asal 52 
PUMUTUSAN HUBUNGAN KER.JA DEN<;AN MELANGGAR PKB 

I. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kc1:ja terhadap Pckcrja/buruh karena 
Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersa 
sebelunrnya sudah diberikan surat peringatan pc11ama, kcdua atau ketiga 

Pasal 53 
MENGUNDURKAN DIRI 

I. Mengundurkan diri adalah pengakhiran hubungan kerja yang diajukan kepada Pengusahi! 
tertulis oleh Pckerja/Buruh atas kemauan sendiri. 

2. Pekerja/Buruh yang 111e11gundurkan diri hams memenuhi syarat: 
a. Mcngajukan pcrmohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga pu! 

sebelum tanggal mulai pengunduran diri. ,/:; 
b. Tidak sedang terikat dalam ikatan dinas.dan (,''·; 
c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. _,·,,_,/: 

3. Dalam hal Pekerja/Buruh mengundurkan diri tidak mengikuti ketentuan dalam ayat 2'..,(ci~~ 
9:il. maka Pengusaha tidak berk'.:wajiban membayarkan hak-hak Peke1ja/Buruh tersebut. \\:~\ 

~;v ··-~ 
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Pasal 54 
MANGKIR 

I. Pengusaha dapat melakukan pemutusana hubungan kerja terhadap Pekcrja/Buruh karena alasan 
Pekerja/Buruh mangki1 sdama 5 (lima) hari Kcrja atat1 lebih berturut-h•rut tanpa keterangan secara 
tenulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara 
patut dan tertulis. 

2. Hak-hak Pekerja/Buruh yang diputus hubungan kerjanya dengan alasan mangkir akan diberikan oleh 
Pengusaha ketika Pekerja/Buruh sudah menjalankan kewajibannya antara lain : 
a. Mengem balikan sehiruh inventaris Perusahaan; 
b. Melakukan serah terima pekerjaan; 
c. Menyelesaikan seluruh hutang-piutang yang ada; 
d. Melengkapi form exit dan check list karyawan berhenti. 

Pasal 55 
EFISIENSI 

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekcrja/Buruh karena 
alasan etisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian atau Perusahaan mengalami kerugian. 

Pasal 56 
MENINGGAL DUNIA 

Pekerja/Buruh yang meninggal dunia mengakibatkan hubungan kerja terputus dengan sendirinya maka 
kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 

Pasal 57 
PENSIUN 

I. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karcna alasan 
Pekeda/Buruh telah memasuki usia Pensiun. 

2. Usi.a pensiuan Pekerja/Buruh ditetapkan 60 tahun kecuali golongan staf ditetapkan usia 65 tahun. 
3. Kepada Pekcrja/Buruh diberikan haknya sesuai kctcnluan peraturan yang berlaku. 

Pasa158 
SAKIT BERKEPANJANGAN 

l. Pcke~ja/Buruh mengalami sakit bekcpa1~ja11gan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapal 
melakukan pekc1jaannya setclah melampaui batas 12 (dua betas) bulari secara terus menerus dengan 
dibuktikan adanya surat ketcrangan dari Doktcr. 

2. Kepada Pekerja/Buruh dibcrikan haknya scsuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

Pasal 59 
DALAM MASA PERCOBAAN 

I. Dalam masa pcrcobaan b11ik Pekcrja/Buruh maupun Pengusalta sewaktu-waktu dapat· melakukan 
Pemutusan Hubungan Kcrja tanpa kcwajiban mcminla ijin ke instansi yang berwenang. · . · . _. 

2. Pcmutusan Hubungan Kerja dalam masa pcrcobaan tidak disertai dengan pemberian inibalanlUang 
Pcnghargaan Masa Kerja ataupun Pcsangon. ·.c · 
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Pasal 60 

BERAKHIRNY A PER.JANJIAN KERJA W AKTU TERTENTU (PKWT) 

I. Berakhirnya hubungan kcrja antara Pengusaha dan Pckerja/Buruh dapat juga dikarenkan ber; 
rnasa Perjanjian Kerja Waktu Kerja Tertentu (PKWT). 

2. Dalam hal berkahirnya Perjanjian Kerja Waktu Tcrtenlt1 (PKWT) tersebut maka Pengusal 
memberikan kompensasi sebcsar : 
a. Pcrjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 12 (dua belas) bulan terus mencrus c 

sebesar I (satu) bulan Upah; 
b. Pcrjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama I (satu) bulan atau lebih letapi kuranE 

(dua bclas) bulan, dihitung secara proporsional dcngan perhitungan: masa kerja x I (satu) 
upah; 12 

c. PK WT selama lebih dari 12 (dua be las) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhi 
rnasa kerja x l (satu) bulan upah. 

12. 

BAB XIV 
PEMBAY ARAN KOMPENSASI PHK 

Pasal 61 
Pembayaran kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang diputus hubungan kerjanya, be 
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 202 l kecuali disepakati atau dipe 
berbeda antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dalam perundingan bersama. 

Pasal 62 
UangPisah 

I. Uang pisah hanya diberikan Kepada Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri secara baik-baik 
menjalankan kewajibanya sesuai yang diatur dalam pasal 53. 

2. Besaran uang pisah ditetapkan sebagai berikut: 
a. Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun tidak mendapatkan uang pisah. 
b. Masa kerja mulai dari 5 s/d 7 tahun diberikan l (satu) bulan upah pokok. 
c .. Masa kerja lebih besar dari 7 s/d l 0 tahun diberikan 2 (dua) bu Ian upah pokok. 
d. Masa kerja lebih besar dari I 0 tahun diberikan 3 (tiga) bu Ian upah pokok. 

BAB XV 
KEW AJIBAN PEKERJAIBURUH 

Pasal 63 
PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEKERJA/BURUH 

l. Pada saat putusnya hubungan kerja, Pekerja/Buruh wajib menyelesaikan seluruh kewajibann) 
Pengusaha. 

1
· 

2. Pekerja/Buruh diwajibkan mengembalikan kepada Pengusaha. .1 
• ... 1 

a. Fasilitas milik Pengusaha (termasuk fasilitas perumahan, dimana akan diberikan wakhi 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusnya hubungan kerja/ dikeluarkannya su~U. . \ ·' 
hubungan keqa); \" 

b. A lat-alat kerj~ dan dokumen Pengusaha; ' 
c. ID Card; 
d. Utang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha berdasarkan bukti yang sah; 
e. Utang Pekerja/Buruh kepada koperasi Pekerja/Buruh berdasarkan bukti yang sah; 

(~ 31 

~ 



" ....... 

f. Kartu-kartu kcanggotaan atas nama Pcngusaha; 
g. Mcnyimpang dari batas waktu scsuai kctentuan huruf a tersebut, maka batas waktu terscbut dapat 

diperpanjang sesuai kebijakan dari Pengusaha; 
J. Apahila Pckcrja/Buruh memiliki hutang kcpada Pengusaha maupun Koperasi maka akan dilakukan 

pcmotongan hak-hak berupa uang penggantian hak dan uang pesangon atas sepcrsctuj uan 

Pckc~ja/13uruh. 
4. Mcminta Pekerja/Buruh yang bersangkutan menyclesaikan hutangnya tersebut maksimal 15 (lima 

belas) hari sebelum mengakhiri hubungan kerja. 
5. Apabila Pekerja/Buruh tidak melaksanakan kewajibannya tersebut diatas maka Pcngusaha tidak 

berkewajiban untuk memberikan hak-hak Pekerja/Buruh .. 

BAB XVI 
PERATURANPELAKSANAAN 

Pasal 64 
MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN 

I. Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini adalah 2 (dua) tahun sejak terdaftar di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. 

2. Sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini akan dilakukan Pcrundingan 
pembuatan Perjanjian Kerja Bersama berikutnya yang dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelumnya. 
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak tercapai kesepakatan maka 

Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling Jama I (satu) tahun. 
4. Jika dalam pelaksanaan atau masa. berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini diperlukan perubahan atau 

pembaharuan maka kedua belah pihak bersepakat merundingkannya dan diberitahukan kepada 
Pekerja/Buruh serta didaftarkan ke instansi yang berwenang. 

Pasal 65 
PENAFSIRAN 

Dalam menafsirkan peraturan-peraturan di atas, bila terdapat kekurang jelasan makna dan penafsiran 
yang dikemukakan dalam Pasal-Pasal maupun ayat-ayat Perjanjian Kerja Bersama ini akan 

- (lisclesaikan dengan musy;;warah dan dapat dikonsultasikan dengan Instansi Pemerintah dalam bidang 

kctenagake~jaan. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 
PENUTUP 

,'.-

I. Perjanjian Kerja Bersama ini didaftarkan ke instansi Pemerintah dalam Bidang Ketenagakfi-jo/1~ dan 
akan diperbanyak/dibukukan oleh Pengusaha. 

1 
· .. . .. 

2. Pengusaha membagikan buku Perjanjian Kerja Bersama kepada Pehgurus Serikat Pe~\:i1:VSerikat' 
Buruh yang sudah terdaftar sebagai pedoman dalam mengatur hubungan kerja serta ha,~·}\\11\ dai1 

kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh. \" '°'', '< -, ;, 
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Pasal <•7 
PENANDATANGAN PKB 

Pe1janjian Ke1ja Bersama ini ditandatangani pada hari kamis, tanggal lima, bulan agustus tal 

ribu dua puluh satu di Dumai. 

PT. Ciliandra Perkasa 

··~~~~ 
.. Jabatan : Head HR 

na : Rafdi Helfi , 
Jabatan : Sekretaris PK FSB Kamiparho 

N•~ 
Jabatan: Manager HI 

~ 
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~·--. ., ....... ··-·------------------------------------------------
lAMPIRAN PERJANJIAN kERJA BERSAMA 

JENIS-JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI 

----------.--------.-~-----"T·----~----

NO !JENlS PElANGGARAN P£t.ANGGARAN I ! PELANGGMIAN ~ I PELANr.GAAAN IN I PELANGGARAN JV! PELA"1GGARAN y 

Terlamb.illt dan/atau pulang lebih awal 

Terlnmb.:il don/atau puiang lebih aw.:ii diiri jam kerja 

a yang ditentuk.an tanpa alas.an yang dapat diterima 

Perusahaan : 

a.alKe-5 s/d 6 kati terlambat dalam 1 bu/an 

a.b/Ke-7 s/d 9 kali terlambat dalam 1 bulan 

a.cll<e-10 s/d 15 kali terlambat dalam 1 buliin 

II IM11n«klr 

a ITidak masuk kerja tanpa alasan atau dengan a/asan 

yang tidak dapat diterima oleh Perus<ihaan: 

a.alManRkir 1 hari dalam satu bulan 

a.blManRkir 2 hari da!am satu bulan 

a.clMangkir 3 hari dalam satu bulan 

a.dlM.mgkir 4 hari dalam satu bulan 

a.elMan2kir 5 hari d<1t11m satu bula., 

Ill I M<"nyuruh d1rnli111tu mt'ncalnlkl'ln wnklu ha<lirnya 

Mencatatkan kehadirari Pekerja/Buruh lain ;itas 

perintah Pekerja/Buruh lain 

Menyuruh mencatatkan waktu hadirnya kepada orang 

lain. 

Mencatatkan waktu hadir Pekerja/Buruh lain atas 

inlsiatif sendiri. 

! IV lrid!k memakal pakaian kerla 

Pada waktu bekerja, tldak mengunakan pakai;:r.n kc>rja 

;:r. ldan perlengkapan keamanan kerja serta l.lin y.:ini:: 

diten!ukan btlginya sesuai kett!nlu.:rn Pengu.~aha 

T1dak mem.lkai pakc1ian kerj.i vans telah d1tel.:ipkcln 

Pengusuli.t. 

V l.'\kui;!gani,u~u l..ctcnunJ!•lll d:111 l..l'lc1·1ih;a11 
Menggangg11 ketenangan d.in ketertibitll (1.\1.lni 

Hnakungan keric1. 
Melakuk.ln perblliltan y<1n1t d.lp,11 m~nfupnm;u 

b I ketertih.rn/kc1entram;1n li.t.>rjd d.in n11!nimbulkan 

kf.'onar.in 

melakuk.rn perbuatan yang dapat d1solongkan sebag.:ii 

perbuatan t1d.ik sesua1 norma $US1!a y;rng bNlaku 

VI ITidak mena<1tl puintah At<1un 

Tidak mematuhi pengarahan atasilnnya tanpa ala~an 

yang dapat diterima. 

Mcnolak dan trdak menaati pe-rint;ih yang l.1yak dan 

atas<1n. 
Menolak untuk menaatt perintah dan penugasan dari 

oltasan 

VII ITidak melaks.anakan 1-:ewajiban 

Me!akukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya 

kecuali atas ijin atau perintah pimpinan bersangkutan. 

Tidak mefakukan pengawasan atau control terhadap 

keria bawahan 

Bekerja tidak sesual dengan tugas yang ditentukan dan 

standar operasi yanR berlaku. 

Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah 

dicoba di bidang yang ada. 

. e ltidur waktu jam kerja. 

~ 

ST 
SPI 

SP II 

sr 
SPI 

SP II 

SP Ill 

Pl!K 

SP I 

SP II 

SP Ill 

sr 

SP I 

SP I 

SP Ill 

SP I! 

SPI 

SP!I 

SP Ill 

SPI 

SP I 

SP It 

SP Ill 

SPI 

SPJ SP If SP Ill PHK 

SPll SPiii PHK 
SP Ill PHI< 

SP I SP fl SP Ill PHK 

SP 11 SPHJ PHK 

SPiii PHK 

PHK 

SP II SP Ill PHK 

SP II! PHK 

PHK 

SP I SP IJ SP Ill PHK 

SPll SP HI PHK 

SP ti SP Ill PHK 

PHK 

SPll! PHK 

SP II SP Ill PHK 

SP li 1 PHK 

PHK 

SPll SP Jll PHK 

SP If SPiii PHK 

SP !II PHK 

PHK 

SP II SP UI PHK 

~\~ 

VIII Pe-lou1ggar.1n tata tertib IT 

_::. Menggunakan pas~word milik orang 1ain ____ -r--~~~I t=~~~-J - __ j·-===t==--= 
b Memberikan password kep;ida or~ng lain 1- SP Ill t PHI\ 

------ -···--·---· ----·-r··-----

c P~nyebaran virus dengan sengaJa ~'HK 

r-1 Penggunaanhacdw.,e/sof•w•cedilu""'nd" - --··-r·--1---1----· 
- d pNusahaan . - - ST-~ ---5~~ SP ti SP Ill 

e Penggun<1an fos!l1tas IT bukan untuk keperlu<in keqa " SPI SP II SP Ill 

PHK 

PHK 

C'-'--
f ST SP! Sf'IJ SPiii PHK 

GNmain game dengan fasilitas komputer kantor 

1 1 1 1 1 
L...... (s,mksi) 

Penggunaan fasrlitas e·rnail di luar kepentingan kerja 

Membawa peralatan !l milik perusahd.Jn kt'luar kontor 

tanpa 11in 

LaL:ii dalam menjaga dan memel1har;:i peralat;in IT 

milik perusaha.-:m 

J JDengan sengaja rnenghilangkan, menghapus, merusak 

atau mem,mi~·Jlasi data mi!1k perusahaM1 

Berusaha me1akukan tindakan-tind<1ka11 yang 

k lmetugikan perusahaan dengan Mt!nggunakan fa!.il!tas 

IT. 

IX lTindakan Ceroboh 

ST 

ST 

sr 

PHK 

SJ 

SPI SPll SP Ill I PHK 

--+------+------+-------
SPI SPll SP Ill PllK 

SPI SP II SP Ill PHK 

SP I Sf' II SPiii N!K 

Tindakan yang lalai I cero!Joh yang menimbulkan ! J l p 

1 1 
SP I SP !I SP IU HK kerugian Perusahaan. 

Menyal<ihgunakan, merusak barang dan fosilitas 

b IPerusahaan dengan sengaja sehingga menimbulkan 

kerugian Perusahaan. 

Petugas keamanan yang bertugits clan membi;trkan 

c lo,.ang lain/karyawan membawa bar.lng keluM/masuk 

tanpa ada surat jillan /ijin. 

Ceroboh melakukan p@k~riaan yang dapat 

d lmenimbulkan kecelakaan/bahaya hagi dirinya sendin 

dan atau oran" lain. 

PHK 

SP II SPiii PHK 

SP II SPiii PHK 

X IKeselamatan dan kesehatan 

Melanggar peraturan meni:;enai keselamatan ker1a : 

Tidak mentaati petunjuk pe!ak:sanaan tugas sehingga 
a.atmenimbulkan; 

.l.blKerusa\can, 

a.c!Kecelakaan diri sendiri orang lain, 

~Korbanjiwa. 

b ITidak menggun.ikan alat-alat pelindung / atat·alat 

keselamatan k.erja, sesuai dcngan ketentuan. 

Menggunakan alat kerja atau barang millk Perusahllan 

c !yang tidak ada hubungan dengdn tugas ta~pa iJin 

SP I 

SP Ill 

PHK 

SP I 

ST 

SP U SP Ill PHK 

PHK 

SP II SP Ill PHK 

SP I SP II SP Ill PHK 

Pirnpinan Perusahaan. ----1----+------'----
Merokok Citempat-tempat terlarang atau berbahaya di~ 

J lingkungan Perusahaan. ·-----~--L--1--------+--·-·-•----­
Membuang barang-barang yang rnengandung api, 

e b~han-bahan yang mud<ih terbakar ;mu meny~ala PHK 
d1tempat-tempat yang mudah menimbull<an 

__ Kebakara_n.___________ ------!--------

XI Memalsukan/memberikan keterangan tidak benar l------1-----f-----I--

Memberikan keterangan palsu kepada Perusah,lan, 

termasuk pemalsuan identitas riwayat hidup dan 

sebagainya saat menandatJngani perjanjian kerja. 

b IMemalsukan surat keterangan sakit I dokter. 

~ 

PHK 

SP Ill PHK 

fol t;; 



_!llll!::""" ___ lllllllililllll _____ llillilllllilllllllllil-----------------··-· 
XII [Lain-lain 

MP.ngadai<an / mengumpulkan suinbane;in (suk.:irel<1) 

untuk s;itu maksud da!am lingkungan Perusahann 

t,·mpa per~etu1uan Pimpin<•n f'erusahaan 

Me•11as.ing poster/brosur/lu!rsan-tulisan,d\l tanµa 1jin/ 

b ]/persetuju.:in p1mpinan Perusahaan, atau me!epaskan 

pengumuman Perusahaan yang ditampelkan di ti=mpat 

tempnt tertentu tanpa perintah Piinpinan Perusahadn 

Mengotori ruangan, membuang sarnpah, meluddh 

c Jtidak pada tempatnya yang dapat mengganggu 

kesehatdn. 

Pad.t jam kerja menjual I ,rnembeli barang dagang;rn 

d \milik sesama pekerja t.anpa ijin/persetujuan Pimpin.in 

Perusahaan 
e IMelakukan 1nt1midasi karyawan lain I at;isan 

Menerima pekerjaan dari luar dan menger1akan di 

f llingkungan Perusahaan tanpa ijin P1mpman 

I i=-=r=-i=·-- -
ST SP I 

SP 111 Pih< 

SP IU PHK 

ST SPI SP I! SP Ill PHK 

PHK 

PHK 

Perusahaan. 
Menggunakan alat-alat, barang-barang dar~~/------f----·--f----- f------1 

g bahan rnilik Perusahaan untuk keperluan sendiri tanpa 

iji1, Pimpinan Perusahaan 
Di TOCker/temPatPeiiyirnpanan bariing pribadinya 

h lditempat kerja kedapatan meyimpan barang m11ik 

perusah.aan dengan niat dimikiki. 

memindahkan barang milik karyawan dan atau 

i lperusahaan d.ori tempatt"".,,a d! Jingkungan perusahaan 

dengan niat untuk dimiliki. 

tidak melaporkan kepada atasannya tentang adanya 

j lkejadian atau kegiatan yang dapat merugikan 

SP Ill PHK 

SP Ill PHK 

SP Jll PHK 

SP II SPiil PHK 

1-----+---f Perusahaan -- ··---- -····-+------ --+-----
XIII !Ket~nt~ Penutup 

Oalarn pe\aksdna.ln PHK Perusahaan dianjur kan agar 

~edapat mungkin m~nghlntlari terjadinyci PHK, mrika 

o !Pimpinan Peruscihaan mempunyai hak Prerogatif 

untuk. menjalankan kebijaks.ma.m tertentu, 

bt>rda~arkan faktor·faktor: 

Pertimb,1ngan a tau jasa·jasa yang bers<ingkutan 

k~pada Perusahrian. 

a.blltikad baik dari pek.erja yang bers;mgkutan. 

~ 

e---~----l· ·I-·-·--< 
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